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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Perselingkuhan dipandang sebagai perbuatan perbuatan yang merusak 

nilai kesetiaan, kehormatan keluarga, dan tatanan moral masyarakat, 

Perbuatan onar dalam masyarakat, serta Perbuatan yang melanggar Agama 

dan Prinsip Adat “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”, sehingga 

jika ada seseorang yang melakukan perselingkuhan maka harus 

diselesaikan dengan peradilan adat.  mekanisme dalam penyelesaian 

perselingkuhan dalam peradilan adat juga dapat dipahami sebagai bagian 

dari sistem sosial yang bekerja secara fungsional sebagaimana 

dikemukakan oleh Talcott Parsons. Dalam kerangka teori struktural 

fungsional, peradilan adat menjalankan fungsi Integration dengan 

meredam konflik, memulihkan hubungan sosial, dan menjaga kohesi 

masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Fungsi Latency (pattern 

maintenance) tampak dalam peran adat dan syara’ dalam memelihara serta 

mentransmisikan nilai-nilai moral, agama, dan kesusilaan agar tetap 

menjadi pedoman perilaku masyarakat. Sementara itu, fungsi Goal 

Attainment tercermin dalam kewenangan ninik mamak dan datuk adat 

dalam menetapkan keputusan dan sanksi demi tercapainya tujuan kolektif 

berupa ketertiban, keharmonisan, dan stabilitas sosial. Adapun fungsi 

Adaptation terlihat dari kemampuan hukum adat menyesuaikan bentuk 

dan mekanisme sanksi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan sistem 

hukum nasional tanpa kehilangan substansi nilai adat itu sendiri. Dengan 

demikian, peradilan adat dalam menangani perselingkuhan berfungsi 

sebagai sistem sosial yang terorganisir, adaptif, dan berorientasi pada 

keseimbangan masyarakat. 
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2. Penerapan sanksi adat dalam kasus perselingkuhan pada dasarnya 

bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya 

perbuatan serupa di kemudian hari. Adapun sanksinya yaitu denda adat 

dan dikeluarkan dari kampung atau biasa disebut “dibuang jauh digantung 

tinggi” Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya konsep ḥifẓ al-

‘ummah, sanksi adat tersebut berfungsi menjaga ketertiban umum, 

melindungi nilai moral dan sosial masyarakat, serta mencegah terjadinya 

kerusakan yang lebih luas, Hifz an-Nasl yaitu menjaga keturunan dan 

keluarga, Hifz al-Din yaitu menjaga agar tidak mengerjakan apa yang di 

larang agama, dan Hifz an-Nafs yaitu menghindarkan diri dari 

kemudharatan yang dapat merusak diri. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada lembaga adat, disarankan agar mekanisme penyelesaian perkara 

perselingkuhan dan bentuk sanksi adat yang diterapkan terus disesuaikan 

dengan perkembangan sosial masyarakat, tanpa menghilangkan nilai-nilai 

keadilan, kemanusiaan, dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas peradilan 

adat. 

2. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, 

adat, dan agama, sehingga pencegahan perselingkuhan tidak hanya 

mengandalkan sanksi adat, tetapi juga melalui penguatan nilai moral, 

tanggung jawab keluarga, dan kontrol sosial. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan mengkaji perbandingan sanksi perselingkuhan dalam berbagai 

komunitas adat atau dengan mengintegrasikan maqāṣid al-syarī‘ah lainnya, 

seperti ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-‘irdh, guna memperkaya kajian hukum adat 

dan hukum Islam. 
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